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Komitmen
Pemerintah Dinanti

Revisi UL BUMN akan mengakomodasi puatusan MK vang melarang

ranghkap jabatan wakil menie

aris BLINVIN.

Putusan MK

semestinva segera dieksekusi dan tak perlu menanti revisi LILI BUNN.

JAKARTA, KOMPAS — Larangan
ranghkap jahatan wakil menteri
schagni komisaris bodarn wsaha
milik mears dinilai tidak peria
mcnanti revisi Undang-Undang
BLIMMN atampun e nenEE
hingegn dua tabun masa teng
aang seperti dipotoskan Mahe-
kamah Konstitusi. Poiperintah
seharusnya segera melepas ja-
batan lkomidsaris dari warnen ko
renga,  jika  tidak, hisa  din
mcimbangkarg honstnu.a)_

Pracla Rabwe (245900250, Wia-
kil Ketua DPIN Sufimi Dasco
Ahnuad menyampaikan, salsh
satu materi revisi UL BUMMN
wyang saat ini hergulic di DPR
akan mengakomodasi pubasoan
Mahkamah Konstitusi (ARD
wong 1melarang rangkap jabatan
wamen sehagai komisaris BU-
MM

Dalam putusan perkars No-
mor 128 P -XNNIL 2025 vang
dibsscakan pada akhir Agustus
lalu, ME menyvatakan wamen
tidak boleh mersngkap jabatan
lain, rermasuk komisaris ataa
direksi HL'\1’\.I
usahaan swas
pinan organi _'
APDBN ataw APBL. Larangan ir
ditegaskan agar wamen dapat
Folkuws membantu rmenteri di ke-
i - TTHES T ThEL
akultas Hokum
Her-
diansvah Homzale saal diha
bungi, Kamis (259, meng-
ingatkan, eksckusi Putusan ME
Momar 128 Tahun 2025 vang
intinya melarang rangkap ja-
hatan wamen sebagai komisaris
BLUIMN scharusnva tak  pecla
menanti revisi L7 BLI Hal
ini karcna putusan ME ita ber
sifat frdiorol order, Artinya, MK
sudah moemerintablan agar pe-
merintah segera melepaskan ja-
batun komisaris dar pam wa-
e,

"Idesmnaang di dalam radio diecr-
dendd (pertimbangan  putusan)
yang di Putusan NMomor 128

pengurns |1s:r—

FPengajar
Liniversitas Muolawarman,

dikatalkars paling loona dua ta
b, iz tetapi, kan, paling lama
dua tahun itu Bisa saja satu hari

ak dEri putusan o ditserla-
Lmk"m Tergantung bagaimana
komitmen dan keseriusan pe-
merintah,” kata Herdianssy ol

Herdiansyah  mengingatkan,
Jika putuson MK tidak scgera
dilak=anakan, pemerintsh biss
dikwalifilasikan  telah  mem
bangkang konstitust, Tidak bha-
nyva it pomcrintab juegs bisa
dikatepgorikan melanmar UL
MNontior 30 Talmn 2008 tentang
Ko e rian Mg

FRita pahom Presiden pusyn
storitas penuh menunjuk men-
peri-menteringa, - totapi Presi
dien juga tidak boleh, s, me-
ngclola negara indseporti- Hol-ol,
kaan. [Ha harms difkat olehoator-
an-aturan. Nah, salab satunwva,
perintab keputusan ME, Kalau
Mahkamah mengatakan bahwea
rangkap jabutan wmng dilarang
Juga berlaku bagl walkil menter,
artinyva pemerintabh haros kon-
sekien dengan perintabh putus-
T tutur Herdiznsyah,

dari Lini ditas Gadjah Mada
CLUGMY, Yance Arizona, berpan-
dangan, putusan MK seharuos-
nya dimaknai babwa wamen
tidkak holeh merangkap jabatan
sehagai Kormis s dan haras se-
gern diganti paling lambar dua
tabin sesuai waktu yang dibori
kan oleh ME.

“Jadi. bal waktu dua tabun
it harus hat sebogai batos
waktu  paling lambat untak

menganti komisaris yang se-
karang diisi oleh wamen,” kata
Wance,

Jika memang tidak kunjung
terbit perintah dari pemerintah,
Yance menpganjurkan agar para
wamen yang tengah meranghkap
Jubatan untuk memilih antara
Jabatan woumen atou komisaris
BLIM M. Selanjulnya, memobos-
kan mengundurkan diri dari sa-
Iah satu jabatan.

"Tanpa itu, kita tidak melibar
ardanya keteladanan alari
Qrang-orang vang rangkap ja
hetian terseheot,” kata Yanoe,

Jika tidak ada keputusan sc
gera, Yance kbawatir tidak ha-
nva akor mmancul  pandangan
hahws pemerintsh membang-
Jaang konstitusi, tetapd juga akan
herpengaruh peada profesionali-
tas wammen dan komisaris. Lebih
glari itu, pemerintaban Prasiden
Frabowo bisa dinilai tidak me
miliki komitmen yang keat un-
tuk mcmbaargne kabioet vang
profesiosnal,

Lebih lanjut Yance tdak me
nemukan ketentimn khosus Jdi
dalorr UL BUNMN boabvara loori-
adris di BUIMMN harus diisi oleh
weaki] permcerintaby, Mamun, ka
remna ads kepentingan peme-
rintah terhadap operasionalisa
s BUM™N, hal tersebut adalah
sesuate yvang logis.

"Akan tetapl, wakil dari pe-
merintab tersebub juga hanga

haleh  diisi aleh orang-orang
vang tidak dilarang menurat
peraturan  peruandang-undang-

Menteri dan wornen adal:
orang vang dilarang j
batan scbagai kom
hal ini perlu segera diperbaiki
pemerintab atau  dari orang
yang rangkap jabatan itu sen-
dird.” ujarnya.
Materi revisi UU BUMMN
Selain bakal mengakomodiasi
putusan ME tentang larangan
rangkap jabatan, Dasco menga-
talkan, rowvisi ULD BUMN  juga
membukas kemungkinan men-
cabut ketentuan yang moengatur

pejabat BUMMN bukan penye-
lenggara o e Aturan itu e -
mungkinkan  dicabuat  setelah

menerima masukan dan kritik
d.an publike
"It sedang dibahoas, ke-
mungkinan itu akan d!koml_m-
likan Lagi sepeerti semula” kala
Dasco.
ULl Nomor 1

Tahun 20kL5

tentang Perubahon Ketigs atas
LIET Momder 19 Tahon 20063 fen-
tang BUMN vang berlakn scjok
24 Februari & Tt sty
mengatur batbysra RIS dirck
s, dewan  komisaris,  dewan
pengawas BUMM, scrta organ
dan  pegawasi badan—entitas
baru. scpertd Badan Pengelala
Irvestasi Panantara—hukan
merupakan penvelenggara ne
i:':.Hl'H.

Hal ini kemuodian meniantilk
kekhawatiran publik. Kekhawa-
tiran itu terutama karena de
ngan sadansym pasal ita, apamt
penegak hakann tidak bisa me
nangani  kasos-kasus koropsi
dalarn mabuh BUNMN.

Selain itu, [Esen rm-nbunb—
kapkan., revisi U1 BUMN
Jugga akan mengubah status Ke-
menterian BUMN - Menurat
iz, kementerian itu akan -

vbhah menjadi Badan Persee-
lenggara  Badan Usaha  Milik
MNegara,

Peruhahan ita karena keber-
acdaan I3 a1 Pengelola Investa
=i P aba Nusantara atao
LGPI Danantara sang telah ba-
nyak mengambil t s dari Ke-
menterian BUMN saat ini.

“leh  karens  itu,  tinggal
fungsinyva dari  kementerian
BLIMMN it s v regu lator pe-
megang saham i A dan me
nyetujui B1P1 kata [Daseo,

La menargetkan proscs roevisi
ULt BUMKN tidak akan mema-
kan waktu lama. Revisi ditarset-
kaan sebelum pene-
sidang DPR kali ini,
t]kn:hﬂ mendatang
Wa, kan, itu karena TReang
sudah banyak  masukan  dari
;Jubllk selama ham setahun
ini, Kita angeap partisipasi puab-
lik sudah banvale ditambab de-
ngan nanti tetap minta masuk-
an ddari publik tambaboan-tam-
bahan. Kemungkinan akon coba
diselesaikan sebelum penulup-
an masa  sidang DPRT ucap
Drasco, (8T
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